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ABSTRAK 

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi satu permasalahan yang harus di 

cari jalan keluarnya baik melalui instansi pemerintah maupun kesadaran dari 

masyarakat itu sendiri. Berbagai risiko-risiko sosial sangat mungkin terjadi pada 

masyarakat miskin, tidak terkecuali pada sektor kesehatan. Salah satu 

permasalahan kesehatan yang sedang dihadapi masyarakat terutama masyarakat 

miskin adalah stunting pada anak. Anak yang berasal dari keluarga miskin 

tentunya berisiko besar mengalami stunting, Karena berpotensi mengalami 

kekurangan gizi dalam jangka panjang. Salah satu program pemerintah yang telah 

dilaksanakan dalam rangka menekan masalah stunting adalah Program Keluarga 

Harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan program keluarga harapan dalam mencegah stunting pada balita 

keluarga penerima manfaat Di Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman 

Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah 

menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH dalam mencegah stunting meliputi upaya-

upaya preventif diantaranya mendorong perubahan perilaku KPM melalui 

komitmen yang telah disepakati, Dengan adanya dana bantuan yang diberikan 

PKH dapat membantu KPM dalam pemenuhan gizi bagi anggota keluarganya dan 

penetapan sasaran penerima PKH belum sepenuhnya tepat sasaran.  

 

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Stunting, Kesejahteraan Keluarga. 
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  BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi satu permasalahan yang harus di 

cari jalan keluarnya. Baik melalui instansi pemerintahan dengan segala program-

program yang di luncurkan ataupun dari kesadaran diri sendiri untuk dapat 

terbebas dari jurang kemiskinan. Berbagai risiko-risiko sosial sangat mungkin 

terjadi pada masyarakat miskin. Minimnya pendapatan yang berujung pada 

kesulitan dalam mengakses kebutuhan hidup yang paling dasar hingga kebutuhan-

kebutuhan lanjutan seperti pendidikan dan kesehatan. Ini merupakan resiko sosial 

yang dihadapi oleh sebagian besar penduduk miskin yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Negara bertanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan 

kepada warganya terhadap resiko-resiko sosial itu (Purwoko, 2009).  

Kemiskinan dapat berdampak ke beberapa sektor kehidupan masyarakat, 

salah satunya adalah sektor kesehatan. Paradigma hidup sehat adalah cara 

pandang, pola pikir atau model pembangunan kesehatan yang memandang 

masalah kesehatan saling terkait dan saling mempengaruhi banyak faktor yang 

bersifat lintas sektoral dengan upaya yang lebih diarahkan pada peningkatan, 

pemeliharaan serta perlindungan kesehatan jadi tidak hanya dalam upaya 

penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan.  Pada Intinya paradigma hidup 

sehat memberikan perhatian utama terhadap kebijakan yang bersifat pencegahan 

dan promosi kesehatan, memberikan dukungan dan alokasi sumber daya untuk 

menjaga agar yang sehat tetap sehat namun tetap mengupayakan agar yang sakit 
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menjadi sehat. Pada prinsipnya kebijakan tersebut menekankan pada masyarakat 

untuk dapat mengutamakan kegiatan kesehatan daripada mengobatinya (Soejoeti, 

2005). 

Salah satu permasalahan kesehatan yang sedang dihadapi masyarakat 

terutama masyarakat miskin adalah permasalahan gizi. Rendahnya pendapatan 

keluarga berkibat pada minimnya pemenuhan gizi bagi anggota keluarga terutama 

pada anak yang memerlukan nutrisi dalam masa perkembangannya. Permasalahan 

gizi yang dapat muncul akibat rendahnya kualitas makanan yang dikonsumsi 

adalah stunting pada anak. Stunting merupakan kondisi dimana ketidaksesuaian 

antara tinggi badan dengan usia yang disebabkan karena mengalami kurang gizi 

dalam waktu yang lama sehingga anak menjadi lebih pendek daripada anak 

normal seusianya dan memiliki keterlambatan perkembangan dalam berpikir.  

Stunting dapat terjadi mulai dari janin berada dalam kandungan sampai 

awal kehidupan anak yaitu 1000 Hari Pertama Kelahiran dan baru terlihat saat 

anak berusia sekitar 2 tahun. Penyebab terjadinya stunting dikarenakan rendahnya 

akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan 

buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani, serta buruknya sanitasi 

dan penyediaan air (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018) 

Anak yang berasal dari keluarga miskin tentunya beresiko besar 

mengalami stunting. Secara tidak langsung, terjadinya Stunting pada anak 

disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi keluarga. Rendahnya pendidikan 

berimbas pada kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya asupan nutrisi  baik 

saat mengandung maupun setelah melahirkan, kurangnya informasi mengenai 
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bagaimana pola asuh yang benar pada anak dan rendahnya pendapatan yang 

mengakibatkan ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi asupan gizi yang 

cukup pada anak. Khoirun Ni’mah dan Siti Rahayu Nadhiroh (2015), dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa panjang badan lahir yang rendah disebabkan 

karena balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, pendapatan keluarga yang 

rendah, pendidikan ibu yang rendah, dan pengetahuan gizi ibu yang kurang 

merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. 

Sama hal nya dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat miskin di 

Kelurahan Binjai Serbangan, terdapat kendala yang dialami oleh orang tua 

terutama Ibu yang berperan penting dalam mengasuh anaknya terutama yang 

masih balita yaitu rendahnya pendapatan keluarga yang mengakibatkan minimnya 

asupan makanan bergizi pada anaknya, minimnya kesadaran Ibu akan pentingnya 

pemberian ASI eksklusif, minimnya kesadaran akan pentingnya imunisasi serta 

pemantuan pertumbuhan bagi anak dikarenakan ibu yang sibuk bekerja untuk 

membantu perekonomian keluarga, serta kesulitan dalam mengakses pelayanan 

kesehatan untuk melakukan pengobatan ataupun pemeriksaan kesehatan bagi ibu 

hamil dan balita dikarenakan mahalnya biaya terhadap pelayanan kesehatan. 

Di Indonesia, Pendek (stunting) merupakan prevalensi tertinggi 

dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti kurang gizi, kurus dan gemuk. 

Pada tahun 2010 prevalensi pendek (Stunting) di Indonesia yaitu sebesar 35,6%. 

Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2013 menjadi 37,2%. Prevalensi 

stunting tersebut melebihi standar yang telah ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 

20%. Padahal 1000 hari pertama kelahiran merupakan usia emas bagi 
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perkembangan bayi namun pada kenyataannya masih banyak balita yang justru 

mengalami masalah gizi (Riset Kesehatan Dasar, 2014) 

Dalam rangka menekan masalah Stunting , Pemerintah telah melaksanakan 

gerakan nasional pencegahan stunting dan bekerjasama dengan kemitraan multi 

sektor. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah Program Keluarga 

Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program 

penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan jaminan 

perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program berbasis 

Pemberdayaan Masyarakat ini sejak tahun 2007. Menurut Peraturan Menteri 

Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga 

Harapan, Program Harapan adalah Program Keluarga Harapan yang selanjutnya 

disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada 

keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu 

program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi 

Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. 

Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri memiliki komponen-komponen 

yang menjadi sasarannya, yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial. 

Tujuan PKH pada bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan status kesehatan 

Ibu hamil dan balita dengan memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan, 

melakukan intervensi gizi pada ibu hamil dan balita dengan memberikan dana 

bantuan uang tunai dan untuk merubah serta penguatan pola pikir mengenai 

pentingnya menjaga kesehatan bagi ibu hamil dan balita melalui program Family 



5 

 

 
 

Development Session (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga 

(P2K2). 

Berdasarkan permasalahan pada sektor kesehatan terkhusus pada Ibu 

hamil dan balita rentan yang dimana perlunya intervensi gizi dan perlindungan 

sosial oleh pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan teks pembukaan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 dalam alinea keempat yaitu: “Kemudian daripada itu 

untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial”. Kemudian diperjelas lagi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 

34 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa : (1) Fakir miskin dan anak-anak 

terlantar di pelihara oleh negara, (2) Negara mengembangkan sistem jaminan 

sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan diperjelas lagi dalam UU No. 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. UndangUndang ini menjamin anak atas hak-haknya untuk 

hidup dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 

Kelurahan Binjai Serbangan adalah Kelurahan yang berada di Kecamatan 

Air Joman Kabupaten Asahan.  Jumlah keluarga yang menerima bantuan Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Binjai Serbangan pada Tahun 2021 adalah 

sebanyak 387 KPM. Jumlah tersebut didapat dari jumlah keluarga yang 

memenuhi syarat dan terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga 
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Harapan (PKH).  Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta 

PKH diantaranya keluarga miskin harus terdaftar dalam data terpadu program 

penanganan fakir miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi 

Kesejahteraan Sosial yang kemudian memiliki kriteria ibu hamil/nifas, anak yang 

berusia 0-6 tahun, memiliki anak usia sekolah, penyandang disabilitas serta 

terdapat lansia di dalam keluarga penerima bantuan PKH tersebut. Dengan 

terpenuhinya syarat tersebut maka keluarga penerima Program Keluarga Harapan 

(PKH) disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Dengan berjalannya PKH khususnya pada bidang kesehatan Di Kelurahan 

Binjai Serbangan diharapkan mampu meningkatkan status kesehatan ibu hamil 

dan balita dengan memanfaatkan akses pelayanan kesehatan dan dapat 

mengintervensi pemenuhan gizi pada ibu hamil dan balita serta mampu merubah 

pola pikir mengenai pentingnya menjaga kesehatan terutama pada Ibu hamil dan 

balita yang rentan dan mengedukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan 

lingkungan hidup sehingga secara keseluruhan dapat mencegah terjadinya 

Stunting pada anak. 

Penelitian yang dilakukan Gede Wirabuana Putra, Pujiyanto (2020) 

tentang Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Pemanfaatan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Layanan Persalinan Di Indonesia (Analisis 

Data SUSENAS tahun 2018). Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat 

pengaruh PKH terhadap pemanfaatan fasilitas kesehatan bersalin di Indonesia. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah quasi-eskperimental dengan 

desain cross sectional yang menggunakan data Susenas tahun 2018 dengan jumlah 
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sampel 28.785 ibu berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup 

terakhir pada periode dua tahun sebelum survei dilakukan dan status ekonomi 

yang berada pada desil 1-3. Analisi menggunakan metode Propensity Score 

Matcing (PSM) dengan model Logit untuk melihat nilai QR. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PKH meningkatkan pemanfaatan bersalin di fasilitas 

kesehatan. Penerima PKH memiliki peluang 1,23 kali lebih tinggi dibandingkan 

dengan non-penerima PKH, setelah dilakukan kontrol variabel 

lainnya.Implementasi PKH memiliki manfaat yang cukup baik, alat komunikasi, 

sarana transportasi dan JKN-PBI dalam rangka membantu masyarakat terutama 

penduduk penduduk miskin dan rentan untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk bersalin. 

Penelitian yang dilakukan Fatimah, Arifin, Sumpena (2019) tentang 

Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Program Keluarga 

Harapan. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi. Tujuan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui proses komunikasi pemberdayaan dalam pelaksanaan 

PKH dalam upaya mensejahterakan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Desa 

Pasirmuncang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor serta untuk mengetahui 

model komunikasi pemberdayaan yang dilakukan pendamping sosial Desa 

Pasirmuncang Kecamatan Caringin dalam pelaksanaan P2K2 (Pertemuan 

Peningakatan Kemampuan Keluarga). Temuan dari penelitian ini adalah 

Musyawarah sebagai proses komunikasi pemberdayaan dalam PKH (Program 

Keluarga Harapan) P2K2 ( Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) adalah 

model komunikasi dialogis dan persuasif dengan menggunakan pendekatan 
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partisipatoris sehingga adanya kekompakan dan kesetaraan antara pendamping 

sosial dengan keluarga penerima manfaat, yakni sama-sama sebagai subyek 

pemberdayaan. sehingga diantara mereka yang terlibat komunikasi tidak ada 

perasaan inferior, dan hasil komunikasinya dianggap sebagai sharing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto, Sumartono, Makmur (2013) 

tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam 

Memutus Rantai Kemiskinan (kajian di kecamatan mojosari kabupaten 

Mojokerto). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulam data melalui wawancara kepada informan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari. Temuan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan PKH di Kecamatan Mojosari ini 

sudah berjalan dengan cukup baik, dilihat dari setiap tahapan proses 

pelaksanaannya yang berjalan lancar. dilihat dari  kondisi penerima bantuan PKH 

setiap proses pelaksanaannya mampu membantu kondisi sosial dan pendidikan 

anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin, membantu biaya kesehatan dan gizi ibu 

hamil, ibu nifas dan anak bawah usia 6 tahun dari Rumah Tangga Sangat Miskin, 

serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan pendidikan dan 

kesehatan. 

Beberapa penelitian diatas berfokus pada pemanfaatan fasilitas kesehatan 

bersalin bagi penerima PKH, proses komunikasi pemberdayaan yang digunakan 

dalam pelaksanaan PKH, dan implementasi PKH dalam memutus rantai 
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kemiskinan. Atas dasar itu, saya akan melakukan penelitian serupa dengan fokus 

penelitian pada kesejahteraan kesehatan para KPM PKH. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait “Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan Dalam Mencegah Stunting Pada Balita Keluarga Penerima 

Manfaat Di Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten 

Asahan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam  

Mencegah Stunting Pada Balita Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Binjai 

Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sangat penting dirumuskan sebelum suatu kegiatan 

mulai dilaksanakan.Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

Dalam Mencegah Stunting Pada Balita Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan 

Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Prinsipnya penelitian ini diharapkan dapat berhasil mencapai tujuan 

penelitian secara optimal, menghasilkan laporan yang sistematis dan bermanfaat. 
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1. Manfaat Teoritis  

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat berguna untuk 

mengembangkan kajian ilmu kesejahteraan sosial khususnya dalam menangani 

permasalahan sosial khususnya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

(PKH). 

2. Manfaat Praktis 

a. Adapun manfaatnya bagi institusi adalah: 

Sebagai masukan atau informasi untuk memperoleh gambaran yang lebih 

konkrit mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Mencegah 

Stunting Pada Balita Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Binjai Serbangan 

Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. 

b. Adapun manfaatnya bagi pembaca adalah: 

Diharapkan bagi pembaca sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam 

memperkaya wawasan tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam 

Mencegah Stunting Pada Balita Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Binjai 

Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. 

c. Adapun manfaatnya bagi peneliti adalah: 

Sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam menambah wawasan 

mengenai Program Keluarga Harapan Dalam Mencegah Stunting Pada Balita 

Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air 

Joman Kabupaten Asahan. 
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1.5  Sistematika Penulisan  

 Adapun sistematika penulisan dalam proposal adalah sebagai berikut:  

BAB I :   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : URAIAN TEORITIS  

Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. Pada bab ini dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori 

data untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini dijelaskan tentang beberapa uraian teoritis diantaranya: 

jenis penelitian, kerangka konsep,defenisi konsep, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisikan tentang penyajian data dan analisis data. 

BAB V   : SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini memuat kesimpulan yang diambil dari permasalahan yang telah 

dibahas dan saran-saran sebagai masukan agar dapat membantu objek 

penelitian. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Pengertian Pelaksanaan 

Berikut adalah beberapa defenisi pelaksanaan menurut para ahli:  

Menurut Westra dalam Rahardjo (2011) pelaksanaan adalah sebagai usaha-

usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang 

telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat 

yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya 

dan kapan waktu dimulainya. Menurut Tjokroadmudjoyo dalam Rahardjo (2011) 

Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, 

yaitu berawal dari kebijakan untuk mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu 

diturunkan dalam suatu program dan proyek. Sedangkan, menurut Siagian dalam 

Rahardjo (2011) mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan 

keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian 

rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai 

tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. 

Menurut Wahab (2001) pelaksanaan atau implementasi merupakan 

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat, 

kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan 

adalah tindakan-tindakan yang di ambil oleh individu, kelompok, pejabat 

Pemerintah atau swasta dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang 
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diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan 

kapan waktu dimulai nya untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dan 

ditetapkan. 

2.2 Perlindungan Sosial 

 Dalam arti yang luas, perlindungan sosial dapat diartikan sebagai segala 

inisiatif baik yang dilakukan oleh Pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat 

yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang 

miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan dan 

meningkatkan status dan hak sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan di 

dalam suatu masyarakat (Suharto, dkk, 2006)  

Perlindungan sosial mengarah kepada proses, kebijakan dan intervensi 

yang sebagian besar dikembangkan oleh pemerintah untuk menanggapi resiko 

ekonomi, politik dan keamanan yang dihadapi oleh penduduk terutama rakyat 

miskin dan rentan. Sebagai sebuah rangkaian kebijakan, perlindungan sosial 

mengarah kepada apa yang dapat dicapai pemerintah dalam hal menyediakan 

perlindungan bagi warga negaranya terutama bagi rakyat miskin dan rentan. 

Kebijakan publik tersebut tersebut berperan sebagai artikulasi kewajiban negara 

dalam pemenuhan hak dasar bagi warga negaranya. 

 Dalam program pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial bukanlah 

satu-satunya pendekatan yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang efektif 

dan berkelanjutan. Perlu adanya kombinasi pendekatan lainnya seperti penyediaan 

layanan sosial dan ekonomi dalam konteks pembangunan nasional. (Suharto, 

2009). 
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 Secara operasional perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai 

serangkaian inisiatif pemerintah yang didesain untuk menyediakan empat skema 

utama: bantuan sosial, pelayanan sosial, asuransi sosial, dan kebijakan pasar kerja. 

1. Bantuan sosial adalah layanan publik yang diberikan kepada penduduk dan 

rumah tangga yang sangat miskin, terutama dengan menggunakan prinsip 

solidaritas vertikal dan oleh karenanya tidak mempertimbangkan 

kontribusi ataupun premi dari penerima manfaat. 

2. Pelayanan sosial adalah salah satu jenis pelayanan kesejahteraan yang 

terutama didesain untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan 

perawatan khusus atau yang mendapat penolakan akses terhadap rangkaian 

pelayanan dasar. 

3. Asuransi sosial adalah skema yang dikembangkan untuk melindungi 

masyarakat terhadap resiko dan konsekuensi guncangan pendapatan 

berdasarkan kontribusi maupun premi yang dibayarkan sebelumnya. 

4. Kebijakan pasar kerja merupakan intervensi publik yang bertujuan untuk 

memastikan standar ketenagakerjaan bagi kelompok masyarakat yang 

kurang beruntung. 

 Perlindungan sosial terkait dengan penyebab kemiskinan dan kerentanan 

di masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka dari itu, perlindungan sosial 

dapat menyediakan sokongan bagi kemiskinan dan depriviasi, terutama bagi 

mereka yang termasuk ke dalam kategori “sangat miskin” dengan membantu 

mereka untuk keluar dari kemiskinan serta mencegah “kerentanan sosial dan 

ekonomi” agar tidak masuk ke kondisi dibawah garis kemiskinan. Skema 
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perlindungan sosial dapat meningkatkan kapabilitas dan pendapatan riil kelompok 

miskin dan rentan yang dicapai melalui serangkaian program perbaikan mata 

pencaharian. 

2.3 Pelayanan Sosial (Social Service) 

 Perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum terhadap perlunya 

standar kehidupan yang lebih baik, telah mendorong terbentuknya berbagai 

layanan sosial. Pelayanan sosial (social service) itu sendiri, pada dasarnya 

merupakan suatu program ataupun kegiatan yang di desain secara konkret untuk 

menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Pelayanan sosial itu sendiri dapat ditujukan pada individu, keluarga, 

kelompok-kelompok dalam komunitas ataupun komunitas sebagai suatu kesatuan. 

 Menurut (Suharto, 2007) Pelayanan sosial adalah salah satu bentuk 

kebijakan sosial (social policy) yang ditujukan untuk mempromosikan 

kesejahteraan. Namun demikian, pemberian pelayanan sosial bukan merupakan 

satu-satunya strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ia hanyalah 

salah satu strategi kebijakan sosial dalam mencapai tujuannya. Agar efektif 

kebijakan sosial harus terintegrasi dengan sistem politik dan kebijakan makro 

ekonomi yang kondusif, termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang tertib 

dengan sistem pajak proporsional dan progresif (yang lebih kaya membayar lebih 

banyak). 

 Di negara-negara industri maju, seperti AS, Inggris, Australia dan Selandia 

Baru, secara tradisi kebijakan sosial mencakup ketetapan atau regulasi pemerintah 

mengenai lima bidang pelayanan sosial, yaitu jaminan sosial, pelayanan 
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perumahan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan atau perawatan sosial personal 

(Suharto, 2007) 

2.4 Pemberdayaan Masyarakat ( Community Empowerment ) 

2.4.1 Defenisi Pemberdayaan Masyarakat 

Di Indonesia istilah pemberdayaan memang sudah tidak asing lagi. 

Pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan 

berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar kehidupan masyarakat dapat 

mencapai pada tingkat kemampuan yang diharapkan.  

Menurut Payne dalam Rukminto (2008) pemberdayaan (empoerment) pada 

dasarnya ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya dalam mengambil 

keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap diri mereka, 

termasuk mengurangi dampak hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan 

sebuah tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa 

percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, antara lain melalui transfer 

daya dari lingkugan.. 

Pemberdayaan Masyarakat atau Community Empowerment secara umum 

dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan 

suatu komunitas masyarakat untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan 

martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya selaku 

anggota masyarakat.  

Nataya (2017), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sasaran penting 

dalam program pemberdayaan adalah keluarga, keluarga merupakan unit terkecil 

dari masyarakat yang perlu diberdayakan agar dapat berpengaruh di masyarakat. 



17 

 

 
 

Tujuan Pemberdayaan Keluaga adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat 

lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan. Jadi dengan adanya 

pemberdayaan diharapkan mampu memandirikan dan memberdayakan keluarga 

tersebut agar dapat bertahan dan melalui roda perekonomian yang semakin ketat  

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas, peneliti menegaskan bahwa 

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk dapat mengenali, 

mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka 

sendiri masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan atau program  agar   

dapat terlepas dari kemiskinan dan dapat mensejahterakan diri masyarakat itu 

sendiri. 

 Menurut Suharto (2005) dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan 

dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu mikro, mezzo 

dan makro. 

a. Aras Mikro, Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu 

melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. 

Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih klien untuk dapat 

menjalankan tugas-tugas kehidupannya. 

b. Aras Mezzo, Pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien. 

Pemberdayaan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. 

Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai 

strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan 
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sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan 

yang dihadapinya. 

c. Aras Makro, Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar 

(large system-strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada system 

lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, 

kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, 

managemen konflik merupakan beberapa strategi yang digunakan dalam 

pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang 

yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, 

dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. 

2.4.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Mardikanto (2013), Terdapat enam tujuan pemberdayaan 

masyarakat, yaitu: 

a. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan 

kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki 

kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.  

b. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat 

belajar),  

c. Perbaikan pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis 

yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang 

diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya. 

d. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan 

diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena 
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kerusakan  lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau 

pendapatan yang terbatas. 

e. Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan 

lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan 

kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.  

f. Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik 

yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya 

kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. 

2.4.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut (Najiati dkk, 2015), Terdapat 4 prinsip yang sering digunakan untuk 

mendukung suksesnya program pemberdayaan, yaitu: 

a. Prinsip Kesetaraaan 

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan 

masyarakat adalah adanya kesetaraan antara masyarakat dan lembaga yang 

melakukan program pemberdayaan. Dinamika yang dibangun adalah 

hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi 

pengetahuan, pengalaman serta keahlian masing-masing. Proses saling 

belajar dengan saling mengaku kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

b. Partisipasi 

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat 

adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, 

diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Untuk sampai pada tingkat 

tersebut tentunya memerlukan waktu dan proses pendampingan yang 
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melibatkan seorang pendamping yang memiliki komitmen tinggi terhadap 

keberhasilan pemberdayaan masyarakat. 

c. Keswadayaan atau kemandirian 

Prinsip ini adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan 

masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini bukan memandang 

orang miskin sebagai objek yang tidak memiliki kemampuan, tetapi 

sebagai subjek yang memiliki sedikit kemampuan. Bantuan dari orang lain 

yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga 

pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. 

d. Keberlanjutan 

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun 

pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat 

sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin 

berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu 

mengelola kegiatannya sendiri. 

2.5 Kesehatan Keluarga 

2.5.1 Pengertian Kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental spiritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial 

dan ekonomi. Pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah adalah dalam 

bentuk pemberian pelayanan kesehatan gratis untuk meingkatkan kesejahteraan 

masyarakat khususnya di bidang kesehatan (Wenjiong, 2011). 
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Pemberian bantuan kesehatan kepada masyarakat yang belum memiliki 

bantuan kesehatan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat 

terutama yang berpendapatan rendah (Whitney, 2011). Program bantuan 

kesehatan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena dalam hal 

pembiayaan kesehatan masih menjadi beban utama mereka.  

2.5.2 Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama-

sama dengan adanya ikatan aturan dan emosional serta memiliki perannya 

masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Perlu adanya kesadaran 

dari setiap individu bahwa dirinya merupakan bagian dalam keluarga itu dan 

dalam sebuah keluarga semua dapat dieskpresikan tanpa hambatan yang berarti 

(Friedman, 2010). 

Menurut Burges dalam Friedman (2010) keluarga adalah kumpulan yang 

disatukan dalam ikatan perkawinan darah dan adanya ikatan adopsi atau ikatan 

sebuah keluarga yang bersama-sama hidup dalam sebuah rumah tangga serta 

adanya interaksi dan komunikasi antar anggota keluarga dalam peran sosial 

keluarga seperti suami, istri, anak laki-laki, saudara perempuan, saudara dan 

saudari. 

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam sebuah rumah 

tangga karena terdapat ikatan hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka 

saling berinteraksi satu sama lain, masing-masing memiliki peran dan 

menciptakan serta mempertahankan suatu budaya (Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia dalam Sugiharto 2007) 
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Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga 

sekumpulan orang yang terdiri dari beberapa beberapa individu yang memiliki 

keterikatan hubungan darah dan perkawinan atau adopsi, masing-masing individu 

memiliki peranan sosial seperti suami, istri ayah, ibu, anak laki-laki, saudara 

perempuan, saudara dan saudari. 

Friedman (2010) mengidentifikasi 5 fungsi dasar keluarga yaitu: 

a. Fungsi Afektif  

Fungsi ini berhubungan dengan fungsi internal keluarga yang merupakan 

basis kekuatan keluarga.Fungsi Afektif berhubungan dengan perlindungan 

psikososial dan dukungan terhadap anggotanya. Sejumlah penelitian 

penting dilakukan untuk memastikan dampak positif kepribadian yang 

sehat dan ikatan keluarga pada kesehatan serta kesejahteraan individu. 

b. Fungsi  sosialiasi dan status sosial 

Memfasilitasi sosialisasi primer anak yang bertujuan menjadikan anak 

sebagaii anggota masyarakat yang produktif serta dapat memberikan status 

pada tiap anggota keluarga. 

a. Fungsi Reproduksi  

Yaitu untuk mempertahankan keberlanjutan keluarga dalam beberapa 

generasi dan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. 

b. Fungsi Ekonomi  

Adalah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan maka 

keluarga memerlukan pendapatan. Fungsi ini sulit dilaksanakan pada 

keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan. 
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c. Fungsi Perawatan Kesehatan 

Merupakan fungsi untuk menyediakan kebutuhan fisik seperti makanan, 

pakaian, tempat tinggal dan perawatan kesehatan bagi anggota keluarga 

yang sedang sakit. 

Keluarga sehat adalah keluarga yang dimana setiap anggota keluarganya 

berada dalam kondisi yang sejahtera baik secara fisik maupun mental, sehingga 

dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi ditengah masyarakat. 

Menurut Kemenkes Republik Indonesia (2016) ada 12 indikator keluarga 

sehat yaitu sebagai berikut: 

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 

2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan 

3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 

4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 

5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan 

6. Penderita tuberkulosis (TBC) mendapatkan pengobatan sesuai standar 

7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 

8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak terlantar 

9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok 

10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih  

12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat 
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2.5.3 Stunting 

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk, (2019) yang 

menyatakan bahwa balita, ibu hamil, dan lansia (lanjut usia) adalah 3 kelompok 

rentan yang banyak terdapat di masyarakat. Dari 3 Kelompok tersebut, balita 

merupakan kelompok rentan yang harus paling diperhatikan dalam sebuah 

keluarga, karena tingginya resiko terserang penyakit. Salah satunya resiko yang 

mengancam kesehatan balita adalah kejadian stunting. 

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan 

gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam 

kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2016). 

Masalah anak pendek (stunting) adalah salah satu permasalahan gizi yang 

menjadi fokus Pemerintah Indonesia, Stunting adalah status gizi yang didasarkan 

pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status 

gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD 

sampai dengan -3 SD (pendek) dan <-3 SD (sangat pendek). 

Penyebab terjadinya stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang 

disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat 

pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat 

terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 

dua tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutarto, dkk (2018), 

Pencegahan stunting dapat dilakukan antara lain dengan cara: 
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1. Pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil.  

2. ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi 

makanan pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya. 

3. Memantau pertumbuhan balita di posyandu.  

4. Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta 

menjaga kebersihan lingkungan. 

2.6 Kesejahteraan Sosial 

Menurut Midgley dalam Adi (2005) mendefenisikan Kesejahteraan Sosial 

sebagai suatu kondisi dalam suatu masyarakat. Midgley melihat Kesejahteraan 

Sosial sebagai: 

“ suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika    

 berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika 

 kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial 

 dapat dimaksimalkan”. 

 Sedangkan di Indonesia, pengertian Kesejahteraan Sosial tidak dapat 

dilepaskan dari apa yang telah di rumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1): 

“ Kesejahteraan Sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

 material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak 

 dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 

 fungsi sosialnya.” 

 Rumusan diatas menggambarkan Kesejahteraan Sosial sebagai suatu 

keadaan dimana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan ( tata kehidupan) 

yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan 

satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada 
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upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud 

adalah keseimbangan antara aspek sosial, material dan spiritual.  

2.6.1  Kesejahteraan  Keluarga 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 

mendefenisikan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil 

yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang 

serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan 

lingkungan. 

 Menurut BKKBN (2011)  Kesejahteraan dibagi ke dalam lima tahapan 

keluarga yaitu: 

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluargaa belum dapat memenuhi salah 

enam indikator dasar yang terdiri dari pangan, sandang, papan, kesehatan 

dan pendidikan. 

2. Keluarga Sejahtera, yaitu keluarga yang telah memenuhi indikator dasar 

psikologis yang terdiri dari melaksanakan ibadah, konsumsi protein, 

pakaian baru, luas rumah yang mencukupi, kondisi sehat, pekerjaan, 

kemampuan baca tulis, dan kontrasepsi. 

3. Keluarga Sejahtera II, yaitu telah memenuhi kebutuhan dasar psikologis, 

tetapi belum memenuhi kebutuhan perkembangan, Indikator kebutuhan 

tersebut meliputi peningkatan pengetahuan agama, tabungan 

penghasilan,berkomunikasi pada saat makan bersama, ikut kegiatan sosial 

di lingkungannya dan mudah mengakses informasi melalui media. 
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4. Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga telah memenuhi kebutuhan dasar, 

psikologis dan perkembangannya. Tetapi belum memenuhi kebutuhan 

aktualisasi diri yang meliputi pemberian sumbangan materiil untuk 

kegiatan sosial secara rutin dan aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial 

masyarakat. 

5. Keluarga Sejahtera III plus, yaitu keluarga telah memenuhi kebutuhan 

dasar, psikologis, perkembangan dan aktualisasi diri.` 

2.7 Kemiskinan 

2.7.1  Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana terjadi sebuah 

ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, 

seperti aspek konsumsi dan pendapatan. Kemiskinan adalah cross sectors 

problem, cross area dan cross generation, Sehingga dalam mengatasinya 

dibutuhkan pendekatan yang tersusun yaitu komprehensif dan berkelanjutan. 

Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan 

ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga kurang 

mampu untuk menjamin keberlangsungan hidupnya (Suryawati, 2004). 

 Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan 

konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan 

pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari 

sisi pengeluaran. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GNKM). 
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Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran 

perkapita perbulan dibawah angka garis kemiskinan.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat di simpulkan Kemiskinan 

adalah suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi 

kebutuhan pokok  untuk menjamin tercukupinya standar kualitas hidup.  

2.7.2  Indikator Kemiskinan 

Indikator kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2005 meliputi sebanyak 14 variabel, yaitu: 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per-orang.  

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu 

murahan 

3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa plester. 

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah 

tangga lain. 

5. Sumber penerangan rumah tanggga tidak menggunakan listrik. 

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air 

hujan. 

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak 

tanah. 

8. Hanya mengkonsumsi daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu 

9. Hanya membeli 1 (satu) stel pakaian baru dalam setahun. 

10. Hanya sanggup makan sebanyak 1 (satu)/2 (dua) kali dalam sehari. 
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11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik 

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 

0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya 

dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000/per bulan. 

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; tidak sekolah/tidak tamat 

SD/hanya SD. 

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah di jual dengan nilai Rp. 

500.000,- seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal 

motor atau barang modal lainnya. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis 

deskriptif. Penelitian kualitatif  adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami suatu fenomena tentang apa yang telah dialami oleh subjek penelitian: 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara 

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah (Moleong, 

2007). 

  Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan dan 

menjelaskan apa yang menjadi pokok permasalahan dan dapat memberikan solusi 

terhadap permasalahan tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif dikarenakan peneliti akan terjun ke lapangan dengan mengamati 

perilaku masyarakat yang sedang ditelitinya yaitu tentang "Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan Dalam Mencegah Stunting Pada Balita Di Kelurahan Binjai 

Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan ” 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif deskriptif, karena penilitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data-data mengenai Pelaksanaan Program Keluarga harapan dalam 

Mencegah Stunting Pada Balita Keluarga Penerima Manfaat yang berada di Binjai 

Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. Menurut tujuan yang 
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dipaparkan, maka jenis penelitian kualitatif deskriptif dapat dianggap sesuai 

dengan judul penelitian ini. 

3.2. Kerangka Konsep 

 Berdasarkan judul penelitian, maka Pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan Dalam Mencegah Stunting Pada Balita Keluarga Penerima Manfaat Di 

Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan , 

merupakan konsep yang akan dideskripsikan dan dijelaskan, kerangka konsep 

tersebut akan ditampilkan pada gambar sebagai berikut:  

Gambar. 3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Defenisi Konsep 

 Dalam hal ini defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang 

digunakan secara mendasar dan penyamaan persepsi tentang apa yang akan diteliti 

Mencegah Stunting Pada 

Balita KPM 

 

Kemiskinan 

Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan  

(PKH) 

 

Komponen Kesehatan 

Kesejahteraan Kesehatan 

Keluarga Penerima 

Manfaat 

 



32 

 

 
 

serta menghindari kesalahan pemahaman yang akan menghamburkan tujuan 

penelitian. generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, 

atau individu tertentu. 

Adapun defenisi konsep pada penelitian ini adalah: 

a. Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang di ambil oleh individu, 

kelompok, pejabat pemerintah atau swasta dengan melengkapi segala 

kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, 

dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya untuk 

mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dan tetapkan. 

b. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan 

sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan 

yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, 

diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan 

sebagai keluarga penerima manfaat PKH. 

c. Komponen Kesehatan adalah salah satu bantuan PKH yang sasarannya 

adalah ibu hamil dan balita. 

d. Mencegah adalah upaya yang dilakukan agar sesuatu hal tidak terjadi. 

e. Stunting adalah kekerdilan pada balita yang disebabkan oleh masalah 

kurang gizi kronis sejak masa kandungan. 

f. Balita adalah anak pada masa perkembangan usia dibawah lima tahun. 

g. Mencegah Stunting Pada Balita adalah upaya-upaya yang dilakukan agar 

tidak terjadinya stunting pada anak. 
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h. Kesejahteraan kesehatan adalah keadaan sejahtera baik dalam segi badan, 

jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara 

sosial dan ekonomi. 

i. Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga miskin yang telah memenuhi 

persyaratan dan kriteria sebagai penerima bantuan PKH. 

3.4. Kategorisasi 

Kategorisasi adalah satu dari seperangkat  tumpukan yang disusun ataas 

dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi 

menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga 

diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk 

analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Gambar. 3.2 Kategorisasi 

No Kategoriasasi Indikator 

1  Pelaksanaan PKH  a. Teknis Pelaksanaan PKH 

b. Perencanaan 

c. Keluarga Penerima Manfaat 

d. Besaran dan penyaluran dana 

bantuan  

e. Capaian, kendala dan hambatan 

2 

 

Kesehatan Keluarga Penerima 

Manfaat 

a. Pemenuhan gizi anak dan 

keluarga 

b. Akses Pelayanan Kesehatan 
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Keluarga 

3 Partisipasi Keluarga Penerima 

Manfaat 

a. Partisipasi 

b. Kesetaraan 

c. Kemandirian 

d. Berkelanjutan 

 

3.5. Narasumber 

Narasumber atau informan merupakan orang atau lembaga yang dijadikan 

sebagai sasaran dalam pengumpulan informasi yang mengetahui secara jelas 

tentang kondisi atau keadaan masalah yang sedang diteliti. Dalam menentukan 

sampel peneliti menggunakan teknik Purpoise Sampling, yaitu melalui 

pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. 

Pertimbangan yang dimaksud adalah hanya mengambil sampel yang dapat 

langsung menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. 

Subjek dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu informan 

utama dan informan pendamping. Informan utama dalam penelitian ini adalah 1 

orang Pendamping/Koordinator PKH Kecamatan Air Joman dan 10 orang 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Peneliti memilih orang-orang diatas 

menjadi informan utama karena merupakan subjek yang paling mengetahui dalam 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

 Sedangkan informan pendamping dalam penelitian ini adalah Seorang 

Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Air Joman dan Seorang Kepala Seksi 

Kesejahteraan Sosial Kelurahan Binjai Serbangan, peneliti memilih kedua orang 
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tersebut sebagai informan pendamping untuk memperjelas dan memperkuat data 

yang lebih baik dalam informasi yang diperoleh. 

Berikut adalah data dari Narasumber-narasumber dalam penelitian ini : 

1. Farida Husni, A.Md. (35 tahun) selaku Pendamping dan 

Koordinator PKH Kecamatan AIR Joman. 

2. Amalia Soraya Marbun, A.Md.Gz. (26 tahun) selaku Tenaga 

Pelaksana Gizi di Puskesmas Air Joman. 

3. Syamsiah Manurung (38 tahun) selaku penerima manfaat bantuan 

PKH 

4. Mariati (40 tahun) selaku penerima manfaat bantuan PKH 

5. Supini (40 tahun) selaku penerima manfaat bantuan PKH 

6. Sri Partini ( 37 tahun) selaku penerima manfaat bantuan PKH 

7. Asniah Hutagaol (50 tahun) selaku penerima manfaat bantuan PKH 

8. Efi Syafridayana (32 tahun) selaku penerima manfaat bantuan PKH 

9. Supiah Erni (40 tahun) selaku penerima manfaat bantuan PKH 

10. Sutrisni (51 tahun) selaku penerima manfaat bantuan PKH 

11. Paini (40 tahun) selaku penerima manfaat bantuan PKH 

12. Siti Kholijah (33 tahun) selaku penerima manfaat bantuan PKH 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan. 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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a. Observasi  

Secara bahasa observasi berarti memperhatikan dengan penuh perhatian 

seseorang atau sesuatu, memperhatikan dengan penuh perhatian berarti 

mengamati tentang apa yang terjadi. Observasi merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif. 

Observasi partisipatif merupakan observasi yang dimana pengamat ikut serta 

dalam kegiatan yang sedang berlangsung, sementara dalam observasi non 

partisipatif yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan (Sukmadinata, 2007). 

Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisiparif 

karena mengingat efisiensi waktu dan kemampuan serta pengalaman yang kurang 

siap. 

b. Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara yang diwawancara/ narasumber dan pewancara/ peneliti untuk 

mendapat pemahaman akan pandangan seseorang (makna subjektif) terkait 

dengan hal atau kegiatan tertentu (Suharsaputra, 2012). Dengan kata lain, 

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. 

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data/informasi dimana sang 

pewawancara/peneliti mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh 

orang yang diwawancarai (informan).  
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c. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia 

adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Sifat utama 

dari data initak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada 

peneliti untuk hal-hal yang telah silam. (Burhan, 2013). 

 Study Documenter yang dilakukan peneliti yaitu pengumpulan data dengan 

mencatat atau menyalin berbagai dokumen-dokumen yang didapat dari 

pendamping PKH, Kelurahan dan yang terkait hubungannya dengan penelitian ini. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara 

deskriptif. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan orang lain.  

 Menurut Miles dan Huberman dalam Pawito (2007) aktivitas analisis data 

terdiri dari tiga  komponen : reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display) dan penarikan kesimpulan (drawing conclusions). Adapun Tiga langkah 

analisis data sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data  

 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara dilakukan peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban 



38 

 

 
 

dari yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis 

belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap 

tertentu. Data yang diperoleh dari hasil observasi,wawancara, dan dokumentasi di 

catat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu : deskripsi dan 

refleksi. 

 Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang 

dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan dan dialami yang berisi tentang apa yang 

dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapatan penafsiran dari peneliti 

tentang fenomena yang di jumpai.  

b. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 

abstaksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi,membuat 

ringkasan atau urian singkat, menggolongkan ke pada pola dengan membuat 

traskip penelitian, tujuannya untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 

membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat menarik 

kesimpulan yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dirangkum atau dipilih hal-hal yang pokok. Data yang telah di 

reduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

c. Penyajian data 

 Penyajian data adalah sekumpulan infomasi tersusun sehingga 

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan,sajian dapat diwujudkan dalam bentuk bentuk matriks, jaringan, atau 
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bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi supaya sajian 

data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Data disajikan sesuai dengan 

apa yang diteliti. 

d. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna 

keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan 

yang yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan 

kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih 

tepat,selain itu juga dapat di lakukan dengan cara mendiskusikannya. Langkah 

tersebut di lakuakan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data 

tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh. 

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Sesuai dengan judul penelitian ini, Pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH) Dalam Mencegah Stunting Pada Balita Di Kelurahan Binjai 

Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, maka lokasi penelitian ini 

dilaksanakan di Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten 

Asahan. Lokasi ini sangat mendukung dalam penelitian ini, dikarenakan adanya 

sumber informasi. Waktu yang diperlukan  peneliti untuk melalukan penelitian ini 

sejak dikeluarkannya surat izin penelitian adalah kurang lebih dua bulan yaitu 

mulai dari bulan Februari sampai dengan Maret yang meliputi studi lapangan, 

pengumpulan data, pengolahan dan sampai penyusunan laporan. 
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3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

 Kabupaten Asahan terdiri dari 25 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 177 Desa 

dengan luas wilayah 3.732,297 km
2
. Ibukota Kabupaten Asahan adalah Kota 

Kisaran. Jumlah Penduduk Kabupaten Asahan yaitu sebanyak 729.795 jiwa. 

Lokasi penelitian yang menjadi fokus penelitian adalah Kelurahan Binjai 

Serbangan yang diterlelak di Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. Jumlah 

penduduk Kelurahan Binjai Serbangan adalah sebanyak 14.890 jiwa, yang terdiri 

dari beragam suku seperti Jawa, Batak, Melayu, Minang dan lain sebagainya. 

Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai Petani, Buruh dan 

Wiraswasta.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

4. 1.1 Teknis Pelaksanaan PKH 

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Asahan dimulai 

sejak tahun 2013. Proses penetapan sasaran bantuan PKH berasal dari data yang 

diperoleh dari Kementerian Sosial melalui  BPS terkait jumlah masyarakat 

miskin. Kemudian Pendamping PKH bertugas untuk melakukan koordinasi 

dengan pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan/Desa, data yang diperoleh dari 

Kementerian Sosial kemudian diserahkan kepada pihak Kelurahan. Kemudian 

pihak Kelurahan bertugas  mengundang orang-orang yang terdapat dalam data 

tersebut untuk hadir ke Balai Desa atau Kelurahan dengan memberikan SUPA 

(Surat Undangan Pertemuan Awal), mengundang pejabat Desa/Kelurahan, 

Kesehatan, Pendidikan dan sektor terkait lainnya. 

Pada pertemuan awal inilah pendamping melakukan sosialisasi mengenai 

Program Keluarga Harapan kepada masyarakat, Pendamping selalu 

menginformasikan bahwa tidak semua masyarakat miskin bisa mendapatkan 

bantuan PKH. Untuk mendapatkan bantuan PKH masyarakat miskin harus 

memiliki kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan masing-masing komponen 

yaitu Komponen Kesehatan kriterianya adalah Ibu hamil/ nifas dan memiliki anak 

usia 0-6 Tahun, Komponen Pendidikan kriterianya adalah memiliki anak usia 

sekolah SD, SMP dan SMA dan Komponen Kesejahteraan Sosial kriterianya 

adalah lansia dan penyandang disabilitas. Pada pertemuan awal ini juga kemudian 
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pendamping akan melakukan proses verifikasi dan validasi data. Verifikasi dan 

validasi data bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat tersebut memenuhi 

kriteria yang telah di tetapkan sesuai dengan bukti dan fakta kondisi terkini calon 

pesera PKH. Kemudian dilakukan penandatanganan surat pernyataan yang 

menyatakan bahwa calon peserta PKH menyetujui komitmen yang telah 

ditetapkan.  Setelah melakukan verifikasi dan validasi data kemudian data tersebut 

dikirim kembali ke Kementerian Sosial, Kemudian selang beberapa waktu 

nantinya akan ditetapkan nama-nama penerima bantuan PKH melalui Surat 

Keputusan (SK) Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. 

Kemudian untuk penyaluran dana bantuan sekarang dalam bentuk non tunai 

melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), biasanya KPM mencairkannya di Bri 

Link agar tidak bingung. 

Kemudian nantinya para KPM akan dibentuk ke dalam kelompok, agar 

memudahkan proses pendampingan. Pedampingan dimaksudkan untuk 

mempercepat proses pencapaian salah satu tujuan PKH yaitu menciptakan 

perubahan perilaku dan kemandiran KPM dalam mengakses layanan kesehatan 

maupun pendidakan 

Menurut Farida (35 tahun) selaku Pendamping sekaligus Koordinator PKH 

Kecamatan Air Joman menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan PKH sudah sesuai 

dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI. 

“Untuk teknis pelaksaanaan PKH, kita lakukan 

berdasarkan aturan main dari pusat. Data yang digunakan 

untuk penetapan sasaran PKH menggunakan data dari 

BPS, setelah itu kita lakukan validasi data saat pertemuan 

awal yang kemudian datanya kita kirim ke Kementerian 
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Sosial, penetapan KPM diputuskan oleh Direktur Jaminan 

Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Nantinya para 

KPM akan kita buat kedalam kelompok untuk 

memudahkan proses pendampingan.” (Hasil wawancara 

dengan Ibu Farida selaku Pendamping dan Koordinator 

PKH Kecamatan Air Joman, pada tanggal 07 April 2021).  

 

Teknis pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Binjai 

Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan sudah sesuai dengan 

Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020 yang disahkan oleh Direktur Jenderal 

Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dilihat dari penetapan calon PKH yang sudah 

sesuai prosedur yaitu para calon peserta PKH terdaftar di DTKS, kemudian 

melaksanakan pertemuan awal dan validasi data yang sudah dilakukan sesuai 

prosedur, kemudian KPM melakukan penandatanganan surat pernyataan 

mengikuti komitmen yang telah ditetapkan, selanjutnya penetapan KPM PKH 

diputuskan melalui Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI, 

Kemudian KPM diberi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk menyalurkan dana 

bantuan non tunai sehingga KPM bisa mencairkan dana bantuan secara mandiri, 

Kemudian pembentukan kelompok agar memudahkan proses pendampingan oleh 

pendamping PKH, Selanjutnya penyampaian materi pembelajaran oleh 

pendamping melalui kegiatan Family Development Session (FDS) atau Pertemuan 

Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Pertemuan Kelompok. 

Selanjutnya pendamping secara rutin 3 bulan sekali akan melakukan verifikasi 

komitmen ke Puskesmas untuk melihat tingkat kehadiran KPM dalam membawa 

balitanya ke Posyandu. Kemudian pemuktahiran data yang dilakukan pendamping 

apabila terjadi perubahan data pada KPM, misalnya KPM yang meninggal dunia, 
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anak yang berhenti sekolah, dan KPM yang merasa sudah mampu secara 

ekonomi. Dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Binjai Serbangan terdapat  

kelompok-kelompok PKH untuk mempermudah proses pendampingan guna 

percepatan pencapaian tujuan dari PKH. 

 

Gambar 4.1 Pendamping PKH Kecamatan Air Joman 

4. 1.2 Perencanaan PKH 

Tahap perencanaan Program Keluarga Harapan meliputi penentuan lokasi 

dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lokasi dan jumlah calon 

KPM didapat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang di input melalui data 

kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS). Penentuan lokasi dan jumlah KPM 

didasarkan atas tingginya persentase angka kemiskinan yang diperoleh dari data 

BPS, namun daerah melalui dinas sosial juga dapat mengusulkan para calon KPM 

yang memuat data kemiskinan yang bersumber dari data DTKS. Nantinya daerah 

pelaksanaan PKH melalui Dinas Sosial harus menyediakan infrastuktur untuk 

mendukung pelaksanaan PKH di Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan 

menyediakan infrastruktur untuk mendukung Pelaksanaan PKH di Kecamatan, 
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dan nantinya Tim Koordinasi PKH tingkat Provinsi akan melakukan sosialisasi 

PKH kepada tim koordinasi Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan. 

Menurut Farida (35 tahun) selaku Pendamping sekaligus Koordinator PKH 

Kecamatan Air Joman menjelaskan bahwa perencanaan PKH meliputi penentuan 

lokasi dan jumlah calon KPM sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH 2020. 

“Kalau perencanaan PKH meliputi penentuan lokasi dan 

jumlan para calon KPM, sesuai dengan buku pedoman 

PKH tahun 2020.” (Hasil wawancara dengan Ibu Farida 

selaku Pendamping dan Koordinator PKH Kecamatan Air 

Joman, pada tanggal 07 April 2021). 

 

Perencanaan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan buku 

pedoman pelaksanaan PKH 2020. Dimana penentuan lokasi dan jumlah calon 

didasarkan oleh tingginya angka kemiskinan disuatu daerah, namun dinas sosial 

juga dapat mengusulkan calon penerima PKH yang terdaftar di DTKS. Jadi tidak 

semua daerah di Indonesia dijadikan lokasi pelaksanaan PKH, Jumlah KPM 

disetiap daerah juga berbeda-beda tergantung pada jumlah masyarakat miskin 

yang ada didaerah tersebut kemudian disusul dengan memenuhi kriteria untuk 

menerima bantuan PKH yang telah ditetapkan. Kemudian untuk fasilitas yang 

diberikan dinas sosial kepada SDM PKH memang benar adanya yaitu berupa 

ruang kerja khusus untuk Koordinator PKH Kabupaten Asahan dan ruang kerja 

untuk Koordinator PKH pada tingkat Kecamatan. 

4. 1.3 Keluarga Penerima Manfaat  

Berdasarkan hasil obervasi di lapangan, KPM memiliki balita dan anak 

usia sekolah sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan bantuan PKH. Jika dilihat 

dari segi kemiskinan, Mayoritas rumah para KPM memang dalam kondisi 
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memprihatinkan yaitu jenis dinding semi permanen, jenis lantai adalah semen 

dengan kondisi yang tidak baik, dan luas bangunan yang dapat dikatakan sempit. 

Namun peneliti juga menemukan beberapa rumah KPM yang bagus dilihat dari 

jenis bangunan, jenis lantai dan luas bangunannya. Jenis bangunannya adalah 

permanen dengan cat dengan warna yang indah, jenis lantai adalah keramik yang 

bagus, dan luas bangunan yang dapat dikatakan luas. 

Menurut Farida (35 tahun) selaku Pendamping sekaligus Koordinator PKH 

Kecamatan Air Joman mengatakan bahwa target PKH sudah tepat sasaran, yaitu 

masyarakat-masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS dan memenuhi 

persyaratan. 

“Sudah tepat sasaran, yang dimana para KPM adalah 

masyarkat miskin yang terdaftar di DTKS dan memenuhi 

persyaratan. Hal ini sudah sesuai dengan keputusan 

Kementerian. (Hasil wawancara dengan Ibu Farida selaku 

Pendamping dan Koordinator PKH Kecamatan Air Joman, 

pada tanggal 07 April 2021). 

 

Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH 

yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan dalam keputusan. Keluarga 

Penerima Manfaat PKH termasuk kedalam kluster rumah tangga sangat miskin 

dalam program penanggulangan kemiskinan. Untuk mendapatkan bantuan PKH 

syarat utamanya adalah masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS, kemudian 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan PKH. Status bangunan tempat tinggal 

atau rumah merupakan salah satu indikator dalam menentukan kemiskinan 

sebagaimana yang dikemukakan oleh BPS, dilihat dari jenis bangunan, jenis lantai 

dan luas bangunannya. Rumah yang indah merupakan cerminan dari kondisi 

perekonomian keluarga yang mapan, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil 
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observasi di lapangan, Mayoritas rumah para KPM memang dalam kondisi 

memprihatinkan yaitu jenis dinding semi permanen, jenis lantai adalah semen 

dengan kondisi yang tidak baik, dan luas bangunan yang dapat dikatakan sempit. 

Namun di lapangan peneliti juga menemukan rumah KPM yang dapat dikatakan 

indah, hal ini mengindikasikan ekonomi keluarga yang mapan sehingga dalam 

pelaksanaan PKH di Kelurahan Binjai Serbangan belum sepenuhnya tepat 

sasaran. 

   

Gambar 4.2 Penerima Bantuan PKH 

4. 1.4 Besaran dan Penyaluran Dana Bantuan 

 Besaran dana bantuan PKH di dasarkan atas kriteria yang dipenuhi oleh 

KPM. Untuk komponen kesehatan kriterianya antara lain Ibu hamil/menyusui dan 

Balita yang besaran bantuanya adalah Rp3.000.000, komponen pendidikan antara 

lain anak usia sekolah sesuai jenjang pendidikan yaitu SD besarannya Rp900.000, 

SMP besarannya Rp1.500.000 dan SMA besarannya Rp2.000.000 dan yang 
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terakhir adalah komponen kesejahteraan sosial kriterinya antara lain lansia dan 

penyandang disabilitas yang besaran bantuannya adalah Rp2.400.000. Dana 

bantuan disalurkan secara non-tunai dengan mentransfer ke masing-masing 

rekening KPM.  

 Menurut Farida (35 tahun) selaku Pendamping sekaligus Koordinator PKH 

Kecamatan Air Joman mengatakan bahwa besaran bantuan berdasarkan kriteria 

yang dipenuhi KPM. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap yaitu 4 kali 

dalam setahun apabila sudah jadwalnya akan langsung masuk ke masing-masing 

rekening KPM.  

“Pada komponen kesehatan pada kategori Ibu hamil/nifas 

dan balita besaran bantuannya adalah Rp3.000.000. Pada 

komponen pendidikan besaran bantuannya disesuaikan 

dengan jenjang pendidikan anak yaitu anak SD sebesar 

Rp900.000, SMP sebesar Rp1.500.000, SMA sebesar 

Rp2.000.000. Pada komponen kesejahteraan sosial yaitu 

lansia dan penyandang disabilitas besaran bantuannya  

adalah Rp2.400.000”. Untuk sekarang penyaluran bantuan 

itu langsung masuk ke rekening masing-masing KPM 

secara bertahap yaitu 4 kali dalam setahun, KPM bisa 

mencairkan uang secara mandiri di BRI-Link. (Hasil 

wawancara dengan Ibu Farida selaku Pendamping dan 

Koordinator PKH Kecamatan Air Joman pada tanggal 07 

April 2021). 

 

 Ibu Paini (40 tahun) mengatakan dirinya mendapatkan bantuan PKH 

kategori anak balita, besaran bantuan yang didapat Rp2.400.000 disalurkan secara 

bertahap 4 kali dalam setahun dan penarikan dana bantuan dilakukan di Bri-link. 

“Saya dapat PKH karena punya balita, bantuannya cair 4 

kali dalam setahun. saya dapatnya Rp600.000 setiap 

pencairan, ngambilnya di Bri-link gak ada potongannya 

paling ngasih untuk pendamping sebagai rasa terima 
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kasih”. (Hasil wawancara dengan Ibu Paini selaku KPM, 

pada tanggal 14 April 2021). 

 

 Besaran dana bantuan PKH di dasarkan atas kriteria yang dipenuhi oleh 

KPM. Penyaluran PKH saat ini berbeda dengan penyaluran PKH sebelumnya, 

sejak periode kepemimpinan Presiden Joko widodo penyaluran bantuan sosial 

dilakukan secara non-tunai. Setiap KPM diberi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 

yang juga berfungsi sebagai ATM untuk penyaluran dana bantuan. Tujuannya 

sistem penyaluran ini adalah untuk memperkenalkan dunia digital dan untuk 

mempermudah masyarakat sendiri dalam menarik dana bantuan maupun untuk 

menabung serta mengindari pungutan liar dari oknum-oknum nakal. Dalam 

penyaluran dana bantuan PKH, KPM mencairkannya melalui Bri-link tanpa ada 

biaya administrasi jadi dapat ditarik secara utuh. Namun sering kali KPM 

memberikan uang kepada pendamping sebagai bentuk rasa terima kasih dan rasa 

syukur mereka, ini didasarkan atas keinginan para KPM tanpa ada paksaaan dari 

pendamping. 

4. 1.5 Capaian, kendala dan hambatan 

Dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Binjai Serbangan, capaian yang 

telah berhasil untuk raih dalam bidang kesehatan adalah masyarakat menjadi lebih 

aktif dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti posyandu dan puskesmas 

dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan terutama bagi Ibu hamil 

dan balita. Kendala yang dialami PKH melalui pendamping adalah kesulitan 

dalam menyampaikan informasi dan metode pembelajaran ketika pertemuan, 

Mengenai hambatan, tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan PKH di 

Kelurahan Binjai Serbangan. 
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Menurut Farida (35 tahun) selaku Pendamping sekaligus Koordinator PKH 

Kecamatan Air Joman mengatakan bahwa saat ini capaian yang telah di raih PKH 

khusunya pada bidang kesehatan adalah KPM lebih aktif dalam memanfaatkan 

fasilitas kesehatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi 

Ibu hamil dan Balita. Kendala yang dialami adalah kesulitan dalam 

menyampaikan informasi dan modul pembelajaran, mengenai hambatan beliau 

mengatakan tidak ada hambatan yang berarti. 

“Alhamdulillah kita berhasil meningkatkan partisipasi 

KPM dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang 

tersedia kemudian kesadaran akan kesehatan juga sudah 

mulai terlihat. Kendala yang saya alami itu saat pertemuan 

dimana KPM suka ngobrol kalau saya lagi ngomong di 

depan, kalau hambatan ya hampir tidak ada aman-aman 

aja.” (Hasil wawancara dengan Ibu Farida selaku 

Pendamping dan Koordinator PKH Kecamatan Air Joman 

pada tanggal 07 April 2021). 

 

Salah satu tujuan PKH dibidang kesehatan adalah mendorong KPM untuk 

memanfaatkan fasilitas kesehatan baik yang tersedia baik Puskesmas ataupun 

Posyandu. Hal ini dilakukan karena masih adanya pola pikir masyarakat 

khususnya masyarakat miskin yang sedang hamil bahwa pemeriksaan kehamilan 

merupakan hal yang tidak penting, mereka berpedoman dengan orang-orang tua 

mereka yang pada zaman dulu tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan 

namun anak-anaknya lahir dengan kondisi sehat dan selamat. Begitu juga proses 

persalinan, masih ada pola pikir masyarakat yang berpikiran melahirkan tidak 

harus ke Puskesmas atau Bidan cukup dengan dukun beranak agar biaya 

persalinannya lebih terjangkau. Kemudian paradigma dimasyarakat bahwa 

membawa anak ke Posyandu merupakan hal yang tidak terlalu penting, karena 



51 

 

 
 

zaman dulu orang-orang tua mereka tidak pernah membawa anaknya ke Posyandu 

tapi anaknya sehat-sehat saja. 

 Disinilah peran PKH dalam memberikan informasi mengenai kesehatan 

kepada para KPM, PKH hadir untuk dapat merubah pola pikir masyarakat yang 

masih kolot. Secara perlahan dengan pelaksanaan PKH di Kelurahan Binjai 

Serbangan, pola pikir masyarakat akan pentingnya fasilitas kesehatan mulai 

timbul dengan dibuktikan partisipasi KPM ke Puskesmas dan Posyandu. 

Kemudian PKH juga membuat modul pembelajaran mengenai kesehatan dan gizi 

yang membuat KPM menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan 

pemenuhan gizi bagi Ibu Hamil dan balita. Kendala yang dialami pendamping 

adalah ketika menyampaikan informasi dan modul pembelajaran, sering kali saat 

pertemuan KPM lebih asik berbincang dibelakang satu sama lain sehingga 

mengabaikan pendamping ketika berbicara di depan dan juga faktor pendidikan 

KPM yang rendah sehingga pendamping harus benar-benar menyampaikan 

informasi dan modul pembelajaran dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh 

KPM. Mengenai hambatan, pendamping tidak mengalami hambatan yang berarti 

dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Binjai Serbangan. 

4.2 Kesehatan Keluarga Penerima Manfaat 

4. 2.1 Pemenuhan Gizi Anak dan Keluarga 

Terkait pemenuhan gizi, berdasarkan hasil wawancara mayoritas KPM 

mengatakan dana bantuan yang diberikan PKH dapat membantu mereka dalam 

memenuhi kebutuhan gizi anak dan keluarga, dana bantuan mereka pergunakan 

untuk membeli bahan pangan yang bergizi. Penyampaian modul pembelajaran 
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gizi dan kesehatan dapat mereka pahami sehingga meningkatkan kesadaran KPM 

akan pentingnya menjaga kesehatan dan pemenuhan gizi keluarga terutama pada 

anak 

Menurut Farida (35 tahun) selaku Pendamping sekaligus Koordinator PKH 

Kecamatan Air Joman mengatakan bahwa salah satu tujuan PKH menyalurkan 

dana bantuan adalah untuk membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan gizi anak 

dan keluarga dan penyampaian modul kesehatan dan gizi adalah untuk 

meningkatkan kesadaran KPM akan pentingnya menjaga kesehatan dan 

pemenuhan gizi anak dan keluarga. 

“Salah satu tujuan PKH memberikan dan bantuan adalah 

agar gizi anak dan keluarga dapat terpenuhi, dana bantuan 

itukan boleh digunakan untuk membeli bahan pangan 

yang bergizi. Kemudian kita lakukan penguatan saat 

kegiatan FDS atau P2K2 dengan menyampaikan modul 

pembelajaran kesehatan dan gizi agar kesadaran KPM 

meningkat”. (Hasil wawancara dengan Ibu Farida selaku 

Pendamping dan Koordinator PKH Kecamatan Air Joman, 

pada tanggal 07 April 2021). 

 

 Kemudian Amel (26 tahun) selaku Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Air 

Joman menjelaskan pencegahan stunting dapat dilakukan dimulai dari Ibunya 

terlebih dahulu, yaitu terpenuhi gizi ibu hamil pada saat masa kehamilan sampai 

dengan periode emas pertumbuhan anak yaitu 1000 hari pertama kelahiran (HPK). 

“Pemenuhan gizi dimulai saat anak berada dalam 

kandungan yaitu melalui gizi yang didapat dari apa yang 

dimakan ibunya, maka dari itu penting bagi ibu hamil 

untuk makan makanan yang bergizi sampai dengan 1000 

HPK anak”. (Hasil wawancara dengan Ibu Amel selaku 

Tenaga Pelaksana Gizi Puskemas Air Joman, pada tanggal 

05 April 2021). 

 



53 

 

 
 

 
Gambar 4.3 Kepala Puskesmas dan Tenaga Pelaksana 

Gizi Puskesmas Air Joman 

 

Selanjutnya menurut Paini (40 tahun) selaku KPM yang mengatakan bahwa 

dengan mendapat bantuan PKH, beliau sangat terbantu dengan bantuan PKH 

untuk memenuhi gizi anak dan keluarganya. 

“Alhamdulillah, sangat terbantu dapat PKH ini. Saya bisa 

beli ikan, daging, sayur, buah-buahan untuk gizi anak dan 

keluarga saya.” (Hasil wawancara dengan Ibu Paini selaku 

KPM, pada tanggal 08 April 2021). 

 

 Kemudian menurut Supini selaku ketua kelompok PKH yang mengatakan 

bahwa gizi anak dan keluarganya tercukupi, bantuan PKH sangat membantu 

dalam membeli bahan pangan dan juga pengetahuan baru mengenai gizi beliau 

dapatkan melalui kegiatan FDS . 

“Sangat bersyukur dapat PKH ini dek, bisa buat beli 

makanan yang bergizi untuk anak. Saya juga dapat 

pengetahuan baru mengenai gizi dari pendamping saat 

pertemuan”. (Hasil wawancara dengan Ibu Supini selaku 

KPM, pada tanggal 8 April 2021). 
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 Pemenuhan gizi keluarga terutama pada kelompok anak dan Ibu hamil 

merupakan hal utama dalam mencegah terjadinya risiko kesehatan seperti halnya 

stunting pada anak. Stunting sendiri disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sejak 

anak dalam masa kandungan hingga pada masa periode emas pertumbuhan anak 

yaitu 1000 HPK. Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya dalam 

penanggulangan stunting, karena stunting merupakan permasalahahan gizi dengan 

prevalensi tertinggi saat ini. Salah upaya yang dilakukan pemerintah melalui 

Kementerian Kesehatan adalah menyuarakan pencegahan stunting.  

PKH merupakan salah satu program pemerintah yang berkontribusi dalam 

upaya pencegahan stunting saat ini. Salah satu tujuan PKH khususnya pada pada 

bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan taraf kesehatan Ibu hamil dan balita. 

Upaya preventif yang dilakukan PKH adalah dengan memberikan dana bantuan 

PKH dan menyampaikan modul pembelajaran mengenai kesehatan dan gizi. KPM 

mengatakan dana bantuan yang diberikan PKH dapat membantu mereka dalam 

memenuhi kebutuhan gizi anak dan keluarga, dana bantuan mereka pergunakan 

untuk membeli bahan pangan yang bergizi. Penyampaian modul pembelajaran 

gizi dan kesehatan dapat mereka pahami sehingga meningkatkan kesadaran KPM 

akan pentingnya menjaga kesehatan dan pemenuhan gizi keluarga terutama pada 

anak. 

4. 2.2 Akses Pelayanan Kesehatan KPM 

Untuk menunjang taraf kesehatan KPM, PKH mendorong penerima 

manfaat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu bentuk 

komitmen yang dibangun PKH dengan KPM. PKH harus memastikan bahwa 
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KPM memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, salah satunya adalah 

memastikan KPM menjadi peserta BPJS-PBI. 

Menurut Farida (35 tahun) selaku Pendamping sekaligus Koordinator PKH 

Kecamatan Air Joman mengatakan bahwa PKH mendorong KPM untuk memiliki 

akses terhadap pelayanan kesehatan, yaitu BPJS-PBI, ini merupakan salah satu 

bentuk komitmen yang dibangun PKH dengan KPM. 

“Kita dorong agar KPM memiliki akses pelayanan 

kesehatan, yaitu BPJS-PBI. PKH harus memastikan bahwa 

KPM memiliki akses tersebut, agar KPM dapat 

menjalankan komitmennya.”(Hasil wawancara dengan Ibu 

Farida selaku Pendamping dan Koordinator PKH 

Kecamatan Air Joman, pada tanggal 07 April 2021). 

 

Menurut Siti Kholijah (33 tahun) selaku penerima manfaat mengatakan 

bahwa dengan menerima bantuan PKH beliau menjadi rutin untuk mengakses 

pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu. 

“Alhamdulillah waktu itu saya rutin memeriksakan 

kehamilan di Puskesmas pakai kartu BJPS, semua biaya 

gratis sampai saya melahirkan. Sekarang anak saya berusia 

1 tahun 3 bulan, saya juga rutin membawanya ke 

posyandu”. (Hasil wawancara dengan Ibu Siti Kholijah 

selaku KPM, pada tanggal 08 April 2021). 

 

Senada dengan pernyataan Syamsiah Manurung (38 tahun), beliau 

mengatakan bahwa dirinya aktif mengakses pelayanan kesehatan seperti 

memeriksakan kehamilan dan bersalin di Puskesmas dan rutin membawa anaknya 

ke posyandu setiap bulannya. 

“Waktu hamil anak saya ini, saya rajin periksa ke 

Puskemas dan melahirkannya juga disana pakai BPJS, 

Alhamdulillah dek semua biaya gratis. Setelah lahir, saya 

rutin bawa anak saya ini ke Posyandu setiap bulan.” (Hasil 
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wawancara dengan Ibu Syamsiah Manurung selaku KPM, 

pada tanggal 08 April 2021). 

 

 
 

 Gambar 4.4 Kegiatan di Posyandu KOL Binjai Serbangan 

 

 Dengan menerima bantuan PKH, KPM menjadi lebih rutin untuk 

memanfaatkan fasilitas kesehatan baik karena kesadaran diri sendiri dan juga 

sebagai bentuk patuh terhadap komitmen yang telah disepakati dengan PKH, 

diantaranya para KPM memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk 

melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan dan rutin membawa anak ke 

Posyandu untuk mendapat imunisasi,  vitamin dan pemantauan pertumbuhan. 

Pelayanan kesehatan yang didapatkan KPM juga cukup baik, hanya saya antrian 

yang cukup panjang jika ingin berobat karena banyaknya orang yang juga ingin 

berobat secara gratis di Puskesmas. Upaya-upaya yang dilakukan PKH yang 

demikian selaras dengan indikator untuk mencapai keluarga sehat yang 

dikemukakan oleh PERMENKES RI No.39 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga yaitu 
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Ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi 

dasar lengkap, dan balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. 

4.3 Partipasi Keluarga Penerima Manfaat 

 

4. 3.1 Partisipasi 

 Untuk mempercepat pencapaian tujuan PKH, maka PKH melakukan 

pendampingan kepada setiap kelompok penerima manfaat. Terdapat kegiatan rutin 

yang dilakukan setiap bulannya yaitu kegiatan pertemuan Family Development 

Session (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan 

Pertemuan Kelompok. Partisipasi para KPM dalam pelaksanaan PKH pada 

kegiatan FDS dan Pertemuan Kelompok sudah cukup baik, hanya saja 

kedisiplinan yang belum optimal.  

 Menurut Farida (35 tahun), beliau mengatakan bahwa partisipasi KPM 

untuk hadir saat pertemuan sudah cukup baik, walaupun masih jauh dari kata 

disiplin. Sering terjadi ketika pendamping lebih dahulu datang saat pertemuan, 

padahal rumah pendamping lebih jauh dari tempat pertemuan. Namun hal ini 

selalu dimaklumi oleh pendamping PKH karena mengahargai usaha KPM untuk 

berhadir saat pertemuan. 

“Sejauh ini para KPM dapat dikatakan cukup 

berpartisipasi saat pertemuan, walaupun kadang ada yang 

izin lewat telpon tidak bisa datang saat pertemuan. Sering 

kali saya yang lebih dulu datang, tapi ya saya memaklumi 

dan menghargai usaha KPM untuk hadir walaupun 

datangnya terlambat.” (Hasil wawancara dengan Ibu 

Farida selaku Pendamping dan Koordinator PKH 

Kecamatan Air Joman, pada tanggal 07 April 2021). 
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 Selanjutnya Ibu Asniah Hutagol (50 tahun) selaku KPM mengatakan 

bahwa dirinya sempat beberapa kali tidak hadir dan kerap kali terlambat saat 

pertemuan dengan alasan rumah yang jauh dari lokasi pertemuan. 

“kalau saya sempat beberapa kali tidak hadir pertemuan, 

karena rumah saya agak jauh dari tempat pertemuan.Hadir 

pun terlambat ya cemana kendaraan dirumah Cuma satu, 

kadang dipakai suami untuk bekerja.” (Hasil wawancara 

dengan Ibu Asniah Hutagaol, pada tanggal 10 April 2021). 

 

Senada dengan pernyataan Supiah Erni (43 tahun) yang mengatakan 

bahwa dirinya juga terkadang kesulitan untuk hadir saat pertemuan kelompok 

karena tidak memiliki kendaraan dan tidak ada yang menjaga anak-anaknya. 

“Saya ingin hadir, tapi ya cemanala kendaraan saya tidak 

ada. Pertemuannya di rumah Ibu Supini karena dia ketua 

kelompoknya, agak jauh dari rumah ibu ini. Anak saya ada 

3 masih kecil, kalau saya pergi tidak ada yang jaga.” 

(Hasil wawancara dengan Ibu Supiah Erni, pada tanggal 

14 April 2021). 

 

 Partisipasi masyarakat berperan penting demi tercapainya tujuan dari 

program pemberdayaan, tanpa adanya partisipasi masyarakat maka program 

pemberdayaan tidak dapat terlaksana. Dalam pelakanaan PKH, Partisipasi KPM 

sudah cukup baik dalam mendukung percepatan pencapaian tujuan PKH, 

walaupun terkadang ada KPM yang tidak hadir saat pertemuan kelompok dengan 

berbagai macam alasan, dalam hal kedisiplinan KPM untuk berhadir tepat waktu 

juga masih kurang baik. Hal tersebut dibenarkan oleh beberapa KPM seperti 

pernyataan Ibu Syamsiah dan Ibu Asniah Hutagaol yang mengaku beberapa kali 

tidak dapat berhadir dan terlambat saat pertemuan kelompok karena tidak 
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memiliki kendaraan untuk menuju tempat pertemuan dan tidak ada yang menjaga 

anak. 

4. 3.2 Kesetaraan 

 Dalam pelaksanaan program PKH khususnya pada kegiatan Pertemuan 

Kelompok dan FDS mengedepankan prinsip kesetaraan, dimana pendamping 

menganggap dirinya setara kedudukannya dengan KPM, bahkan menganggap satu 

sama lain sudah seperti keluarga. Mengedepankan prinsip kesetaraan dapat 

menunjang hubungan yang baik antara pendamping dengan KPM sehingga dapat 

bersinergi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 Menurut Farida (35 tahun) selaku Pendamping sekaligus Koordinator PKH 

Kecamatan Air Joman mengatakan bahwa dalam pelaksanaan PKH khususnya 

pada kegiatan Pertemuan Kelompok dan FDS mengedepankan kesetaraan 

kedudukan bahkan sudah mengganggap KPM nya seperti keluarga. Beliau  

menambahkan banyak belajar dari pengalaman hidup KPM nya, sehingga menjadi 

pelajaran bagi dirinya. 

“KPM saya sudah saya anggap seperti keluarga. waktu 

pertemuan kita biasanya saling sharing, saya banyak 

belajar dari pengalaman hidup mereka ya karena usia 

mereka lebih tua dari saya pastinya asam pahit manis 

kehidupan sudah mereka rasakan.” (Hasil wawancara 

dengan Ibu Farida selaku Pendamping dan Koordinator 

PKH Kecamatan Air Joman, pada tanggal 07 April 2021). 

 

Hal yang sama juga dirasakan oleh para KPM dampingan Ibu Farida, 

Seperti Efi Syafridayana (32 tahun) selaku KPM yang mengatakan bahwa sudah 

menganggap orang-orang yang ada dikelompok termasuk Ibu Farida seperti 
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keluarga. Beliau menambahkan dirinya mendapat ilmu baru dalam mengasuh 

anak dari Ibu Farida.  

“Ibu Farida orangnya memang tegas, tapi aslinya baik dan 

lucu. Saya senang pendampingnya dia, orangnya enak gak 

sombong udah saya anggap saudara sendirilah. Saya 

banyak dapat ilmu baru dalam mengasuh anak dari dia” 

(Hasil wawancara dengan Ibu Efi Syafridayana, pada 

tanggal 14 April 2021). 

 

Prinsip kesetaraan merupakan hal yang penting untuk menunjang 

keberhasilan suatu program. Prinsip ini memandang kesetaraan antara masyarakat 

dan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Dinamika yang dibangun 

adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi 

pengetahuan, pengalaman serta keahlian masing-masing. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui antara pendamping dan KPM memiliki kedudukan yang sama  

tidak ada jarak pemisah bahkan sudah menganggap seperti keluarga satu sama 

lain, kemudian tak jarang pendamping dan KPM saling belajar dan berbagi 

pengalamanan hidup saat Pertemuan Kelompok dan FDS. 

4. 3.3 Kemandirian 

 Kemandirian adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai PKH, bantuan 

PKH diharapkan dapat menunjang kemandirian KPM dengan adanya dana 

bantuan yang disalurkan. Dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Binjai 

Serbangan, tujuanya adalah untuk menstimulasi kemandirian KPM namun pada 

kenyataannya kebanyakan KPM justru keswadayaan atau kemandirian melemah. 

 Menurut Farida selaku Pendamping sekaligus Koordinator PKH 

Kecamatan Air Joman mengatakan bahwa, Sejauh ini dalam pelaksanaan PKH 
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dalam hal kemandirian KPM untuk dapat terlepas dari bantuan PKH memang 

belum tampak, ini terlihat dari masa penerimaan bantuan PKH yang diterima 

KPM selama bertahun-tahun bahkan terdapat KPM yang mendapat bantuan PKH 

sejak awal kemunculan PKH di Kabupaten Asahan yaitu pada tahun 2013. 

 “Sudah lumayan banyak juga KPM yang kita graduasi 

tapi secara alamiah bukan mandiri. Ya masih banyak yang 

malah ketergantungan dengan bantuan PKH ini bahkan 

sampai terlena dapat PKH dari 2013 padahal ekonominya 

sudah jauh lebih baik dari saat pertama dapat PKH.” 

(Hasil wawancara dengan Ibu Farida selaku Pendamping 

dan Koordinator PKH Kecamatan Air Joman, pada tanggal 

07 April 2021). 

 

Iby Mariati (40 tahun) selaku penerima manfaat mengatakan bahwa dirinya 

sangat berharap untuk terus mndapatkan bantuan PKH guna membantu dalam 

memenuhi kebutuhan anak-anaknya. 

“Saya dapat PKH dari tahun 2013. saya berharap dapat 

terus bantuan PKH ini, saya sangat membutuhkan karena 

anak saya banyak.” (Hasil wawancara dengan Ibu Mariati, 

pada tanggal 08 April 2021). 

 

 Senada dengan pernyataan Ibu Sri Partini yang mengharapkan untuk terus 

mendapatkan bantuan PKH untuk keperluan balita dan biaya sekolah anaknya. 

“Syukur-syukur masih tetap dapat bantuan PKH ini, 

karena PKH ini sangat membantu untuk keperluan anak 

Ibu yang masih balita sama untuk biaya abangnya yang 

sekolah di pesantren.” (Hasil wawancara dengan Sri 

Partini, pada tanggal 14 April 2021). 

 

 Prinsip selanjutnya adalah kemandirian, konsep ini memandang bantuan 

dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, 
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sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat kemandiriannya. 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kebanyakan KPM masih ketergantungan 

alias belum mandiri bahkan sampai terlena dengan bantuan PKH ini, padahal 

kondisi ekonomi KPM sudah membaik jika dibanding saat pertama menerima 

bantuan. Hal ini didasarkan oleh pernyataan KPM, seperti Ibu Mariati yang 

mengatakan bahwa berharap untuk bantuan tidak dicabut karena memiliki banyak 

anak sehingga membutuhkan dana bantuan dari PKH untuk mencukupi kebutuhan 

keluarganya, walaupun kondisi ekonominya sudah membaik di banding saat 

pertama kali mendapat bantuan PKH. Pernyataan serupa dinyatakan oleh Ibu Siti 

Kholijah yang mengatakan berharap untuk terus dapat bantuan PKH untuk 

keperluan balita dan anaknya yang masih sekolah. 

4. 3.4 Keberlanjutan 

 Berikutnya hasil penelitian terkait program PKH yang sifatnya adalah 

bekelanjutan, diketahui bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di 

Kelurahan Binjai Serbangan sifatnya berkelanjutan ini dapat dilihat dari 

penyaluran dana bantuan dan program kegiatan Pertemuan Kelompok yang rutin 

dilakukan sejak kemunculan PKH di Indonesia pada tahun 2013 dan P2K2 yang 

rutin dilakukan setiap bulan sejak tahun 2019.  

 Menurut Farida (35 tahun) selaku Pendamping sekaligus Koordinator PKH 

Kecamatan Air Joman mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan sifatnya 

berkelanjutan dari segi penyaluran dana dan kegiatan FDS atau Pertemuan 

Kelompok yang rutin dilakukan setiap bulannya.  

“Kegiatan yang rutin kita lakukan ya FDS sama pertemuan 

kelompok yang kita lakukan setiap bulan, jadi bukan dana 
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bantuannya saja yang berlanjut tapi juga kegiatan FDS  

sama Pertemuan Kelompok terus kita lakukan.” 

 

 Menurut Ibu Sutrisni (51 tahun) bahwa dirinya masih mendapatkan bantuan 

PKH sejak tahun 2017, beliau menambahkan dirinya rajin mengikuti kegiatan 

FDS setiap bulannya. 

“Alhamdulillah sampai sekarang dana bantuannya 

berlanjut dari sejak tahun 2017, saya rajin hadir kegiatan 

FDS, itukan diadakan Buk Farida setiap bulan jadi saya 

pasti datang.” (Hasil wawancara dengan Ibu Sutrisni 

selaku KPM, pada tanggal 14 April 2021). 

 

 Suatu program pemberdayaan harus mengutamakan prinsip keberlanjutan, 

agar program dapat terus berjalan dan tidak berhenti ditengah jalan sehingga 

manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa Program Keluarga Harapan sifatnya berkelanjutan, ini dapat 

dilihat penyaluran dana bantuan yang terus disalurkan selama KPM menjadi 

peserta dan memenuhi persyaratan untuk terus mendapatkan bantuan PKH. 

Kemudian kegiatan FDS dan Pertemuan Kelompok yang rutin dilakukan setiap 

bulannya. Hasil wawancara dengan Ibu Farida yang mengatakan bahwa untuk 

mempercepat tercapainya tujuan dari PKH maka dibentuk kelompok untuk 

mempermudah proses pendamingan, disamping mendapat dana bantuan KPM 

juga mendapat pengetahuan baru melalui modul pembelajaran yang disampaikan 

saat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang rutin dilakukan 

setiap bulannya hingga saat ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis menarik simpulan bahwa Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan Dalam Mencegah Stunting Pada Balita Keluarga Penerima 

Manfaat di Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan 

meliputi upaya-upaya preventif diantaranya mendorong perubahan perilaku KPM 

dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan  melalui komitmen yang telah disepakati 

bersama, Dengan adanya dana bantuan yang diberikan PKH dapat membantu 

KPM dalam pemenuhan gizi bagi anggota keluarganya dan yang terakhir 

penetapan sasaran penerima PKH belum sepenuhnya tepat sasaran.  

5.2  SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran yang direkomendasikan 

peneliti guna meningkatkan kualitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

Dalam Mencegah Stunting Pada Balita Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan 

Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan yaitu perlunya 

program atau kegiatan yang dapat terus meningkatkan kesadaraan KPM mengenai 

pentingnya kesehatan terutama bagi Ibu hamil dan anak, Perlunya peningkatan 

jumlah besaran bantuan PKH, Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat luas 

bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan PKH agar tidak terjadi kecemburuan 

sosial dan yang terakhir pentingnya bagi para pendamping untuk senantiasa 
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memantau kondisi terkini ekonomi para penerima bantuan PKH yang 

didampinginya.  
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